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ABSTRAK 
Natasha Wijayanti. 2018. E001294. TELAAH EKSISTENSI DISSENTING 
OPINION HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN 
MEMUTUS PERMOHONAN KASASI TERDAKWA (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188 K/PID/2017). Penulisan Hukum 
(skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dissenting Opinion Hakim 
dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 ayat 
(6) KUHAP. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik bahan hukum yang 
digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu 
bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam 
musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis 
hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan 
ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Doktrin 
mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang 
dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di 
Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini  kemudian berkembang dan diadopsi 
oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, 
Belanda, Perancis dan Jerman. Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat 
dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai 
kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui 
hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam 
masyarakat. 
Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion 
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ABSTRACT 
Natasha Wijayanti. 2018. E001294. STUDY OF EXISTENCE OF 
DISSENTING OPINION JUDGE SUPREME COURT IN CASSATION 
PETITION TO EXAMINING AND DECIDING ON THE DEFEDANT’S 
APPEAL ((THE STUDY OF THE SUPREME COURT JUDGEMENT 
NUMBER 188K/PID/2018). Legal writing (thesis). Faculty of law Sebelas 
Maret University. 
 
The purpose of this research is to know the existence of Judge Dissenting Opinion 
in examining the matter forgery a letter based on the provisions of article 182 
paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This legal research is 
a normative legal research that is applied with case study approach. The sources 
of  legal materials are primary and secondary legal materials. Techniques of 
collecting legal materials by the author is a document study or litterature study. 
Technique of analysis of law materials in this legal research is deduction with 
syllogistic method. Based on the result of the research, it is known that the Judge 
before declaring the decision in advance to decide what will be decided later if in 
the deliberation of Dissenting Opinion between the panel of judges so that the 
deliberation is not reached consensus then the Judge uses the provision of Article 
182 Paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The Dissenting 
Opinion doctrine itself was born and developed in countries that use the Common 
Law legal system, as in the United States and Britain. This doctrine then 
developed and adopted by countries that embrace the Civil Law system such as 
Indonesia, the Netherlands, France and Germany. Dissenting Opinion allows the 
public to know the background of the decision. The public can also judge the 
judges' quality of the dissent, especially to find out which judges hear more about 
the sense of justice developed in society 
Key Words : Cassation, Judge Consideration, Dissenting Opinion 
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MOTTO  
 
“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 
bertekunlah dalam doa” 
( Roma 12 : 12 ) 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan” 
 ( Amsal 1:7) 
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu” 
(Matius 7:7) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan dalam  masyarakat pada era globalisasi atau zaman modern 
sudah memasuki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kejahatan yang 
berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja,  dan 
dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh 
faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis 
kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pakar 
menunjukkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena proses dan situasi 
tertentu sehingga mendorong orang untuk melakukannya. Meskipun 
kesenjangan ekonomi menjadi hal utama yang mendorong orang untuk 
melakukan kejahatan, aksi kejahatan  tersebut tidak akan dapat dilakukan 
ketika tidak pada waktu dan tempat yang memungkinkan, serta dengan 
modus kejahatan yang tepat (pendekatan situasional) (Dadang Sudiadi, 
2001: 2). 
Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum 
pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum tersebut dalam hukum 
pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud 
dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki hukum. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang telah 
dirumuskan dalam ketentuan pidana yang diancam dengan pidana dan 
bersifat melanggar kepentingan umum. Jika dalam negara terjadi tindak 
pidana yang diambil adalah Penegakan hukum pidana dengan menindak  
pelakunya  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dalam 
hukum pidana. Untuk itu maka sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu 
dilakukan usaha pencegahan (usaha preventif) maupun pemberantasan 
(usaha represif). Dalam hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil 
mengatur tentang Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana; Syarat-
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syarat untuk menjatuhkan pidana khususnya mengenai orang atau badan 
hukum yang melakukan perbuatan itu; Ketentuan  mengenai  pidananya  
yang  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara 
melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menegakkan 
pidana, dengan kata lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan 
bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil atau disebut juga 
hukum acara pidana (Adami Chazawi, 2002: 3). 
Salah satu macam tindak pidana adalah perbuatan memalsukan surat 
penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan surat. 
Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat 
yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh 
isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud 
perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan 
cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat 
sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang 
dipalsukan (Malvin Hutabalian: 2016). 
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. 
Dalam kehidupan kita sehari – hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai 
anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering atau 
bahkan selalu berhubungan dengan surat. Masyarakat selalu menaruh suatu 
kepercayaan atas kebenaran surat itu. Oleh karena itu kebenaran surat harus 
dijamin. 
Adami Chazwi menyebutkan , membuat surat seolah - olah surat itu 
berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang 
demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele valschheid). 
Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si 
pembuat surat. 
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Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan 
surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang 
rumusannya adalah sebagai berikut:  
1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar 
atau tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat, dengan pidana 
penjara paling lama 6 tahun 
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 
asli, jika pemakaian surat ini dapat menimbulkan kerugian. 
Berdasar bunyi pasal tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa tidak setiap surat yang dipalsukan dapat dikenakan tindak pidana. 
Akan tetapi pemalsuan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian, baik 
materi maupun non materi. Dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 
bagi penegak hukum. Seperti pada kasus yang disidangkan di Jember , 
dimana Erfan Fadilah digugat secara perdata karena merugikan Herman 
Raharjo atas penguasaan tanah miliknya, dalam proses gugatan perdata 
Erfan Fadilah menggunakan bukti kepemilikan berupa 1 ( satu ) lembar 
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 
dengan nomor c 1109, Persil Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan 
SARDJONO, BA. Bukti yang diajukan Erfan merupakan surat yang tidak 
benar / palsu , dimana tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA 
dalam surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang dibuat oleh 
SARDJONO , BA. Namun pada akhirnya putusan Perdata  yang dijatuhkan 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jember sampai dengan putusan yang 
dijatuhkan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI , Herman Raharjo 
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dinyatakan kalah dan Erfan Fadilah dinyatakan sebagai pemilk dari tanah 
seluas 750 M2, termasuk didalamnya tanah seluas 4,5 M2 milik dari 
Herman Raharjo. Atas perbuatan Erfan Fadilah yang menggunakan surat 
palsu dalam proses pembuktian perkara perdata , Herman Raharjo 
mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus 
juta rupiah ), yang merupakan perkiraan harga tanah seluas 4,5m2. 
Maka Erfan Fadilah dituntut telah melakukan tindak pidana “ 
menggunakan surat palsu “.  Mengamati  kasus perkara pemalsuan surat ini, 
hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus, akan tetapi 
dalam musyawarah  Hakim pada perkara tersebut terdapat perbedaan 
pendapat Hakim (Dissenting Opinion). 
Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam proses pidana 
terutama pada waktu pengambilan keputusan, untuk menilai hasil 
pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang 
pengadilan sering terjadi. Sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi 
pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Semua pengadilan 
memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang- kurangnya tiga orang 
hakim, kecuali apabila Undang - Undang menetukan lain. Diantara para 
hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan dua orang lainnya 
sebagai Hakim Anggota sidang, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Berdasar pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala 
pengaruh. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus perkara seharusnya 
berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk 
memenuhi rasa keadilan. 
Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri 
lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem 
hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini  
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kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut 
sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman 
(Jurnal Equality, 2007 : 147). 
Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui 
latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas 
hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim 
mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam 
masyarakat. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik mengangkat kasus 
pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 188 K/PID/2017, karena di dalam 
putusan ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara 
anggota majelis hakim, mengenai penilaian hakim terhadap alasan 
permohonan kasasi perkara pemalsuan surat yang menyebabkan dalam 
putusan ini tidak mencapai hasil mufakat yang kemudian diambil dengan 
suara terbanyak yaitu hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon 
kasasi. Berdasarkan alasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
pembahasan yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: 
TELAAH EKSISTENSI DISSENTING OPINION HAKIM AGUNG 
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI 
TERDAKWA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 188 K/PID/2017) 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan 
penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana telaah eksistensi dissenting opinion hakim dalam memeriksa 
perkara berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP? 
2. Apakah argumentasi dissenting opinion hakim dalam memeriksa 
permohonan kasasi  terdakwa dalam perkara Nomor 188 K/Pid/2017 
sesuai Pasal 253 KUHAP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini, dibagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan 
subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri 
sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. 
Tujuan penelitian hukum ini bertujuan untuk menentukan aturan hukum, 
prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35). Adapun tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui telaah eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam 
memeriksa perkara berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) 
KUHAP; 
b. Mengetahui argumentasi Dissenting Opinion Hakim dalam 
memeriksa permohnan kasasi Terdakwa dalam perkara Nomor 
188 K/Pid/2017 sesuai Pasal 253 KUHAP. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai 
hukum nasional dalam bidang hukum pidana dan hukum acara 
pidana khususnya tentang proses persidangan terkait dengan 
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Dissenting Opinion hakim dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan 
surat. 
b. Memperoleh bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan 
penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan 
akademis untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada 2 (dua), 
yakni manfaat teoritis yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum 
dan manfaat praktis yang bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. 
Adapun manfaat tersebut yakni: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang 
berkaitan Dissenting Opinion dan Pertimbangan Hakim. 
b. Menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya 
ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi 
penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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c. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait 
dengan permasalahan yang diteliti dan berbagai pihak yang 
berminat pada permasalahan yang sama. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian 
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter 
Mahmud, 2013: 35).  
Agar suatu penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka 
diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, yang meliputi jenis 
penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan 
hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis 
bahan hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum (legal research). Peneltian hukum disebut juga 
penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian 
doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang 
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum 
primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 95). 
Penelitian hukum atau disebut legal research adalah suatu proses 
untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan 
hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa 
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta 
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apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau 
prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat Ilmu 
Hukum itu sendiri. Ilmu Hukum mempunyai sifat sebagai ilmu 
yang preskriptif dan terapan. Sebagai Ilmu yang bersifat preskriptif, 
objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan 
prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta 
koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) 
individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). 
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum hanya dapat diterapkan oleh 
ahlinya sehingga yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah 
ahli hukum melalui kaidah-kaidahnya. Penelitian hukum harus 
melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan dan harus koheren 
dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal pada moral. 
Penerapan ilmu hukum harus berdasarkan teori yang melandasinya 
dan tidak boleh menyimpangi teori (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
67-70). 
3. Pendekatan Penelitian 
Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki 
mengemukakan bahwa di dalam penelitian terdapat beberapa 
pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kasus (case study) merupakan studi terhadap kasus 
tertentu dari suatu aspek hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
133). 
Pendekatan studi kasus ( case study ) dilakukan dengan cara 
menelaah  pada  kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 
dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 
188 K/PID/ 2017 
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4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai 
otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-
Undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 141). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penulisan ini antara lain: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 amandemen keempat (IV); 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP); 
4) Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 
K/PID/2017. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas 
putusan Pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Bahan 
hukum sekunder berupa bahan yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan, literatur, peraturan perUndang-Undangan, jurnal, 
makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber 
lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang 
mendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum 
sekunder dalam penelitian ini antara lain: 
1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal Hukum; 
3) Artikel; dan 
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4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang 
memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang 
dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen 
atau bahan pustaka terkait, hukum lingkungan dan literatur, kamus, 
dan bahan pustaka lainnya. 
6. Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum 
Peneliti menggunakan metode deduktif silogisme yang 
menarik dari premis mayor lalu kemudian di tarik premis 
minornya. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk 
penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan 
hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari 
kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum dilakukan guna memberikan gambaran, 
penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan 
yang akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan 
hukum. Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) 
bab, tiap bab terbagi dari beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
Keseluruhan sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan hukum. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini terdapat landasan teori atau penjelasan secara teoritik yang 
bersumber pada bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu 
hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan 
kerangka berpikir penulisan dalam merumuskan dan meneliti 
permasalah yang dibahas. Dalam sub-bab kerangka teori meliputi 
sub bab pertama yakni tentang Perbedaan Pendapat Hakim  
(Dissenting Opinion) yang berisikan tentang pengertian Dissenting 
Opinion, Pengaturan Dissenting Opinion dan Kebaikan dan 
kelemahan pranata  dissenting opinion. Kemudian dalam subbab 
kedua memuat tentang Upaya Hukum Kasasi. Subbab ketiga 
memuat tentang pertimbangan hakim dan putusan pengadilan. 
Subbab keempat memuat tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat..  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai uraian dari hasil penelitian dan sajian 
pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu telaah eksistensi 
dissenting opinion hakim dalam memeriksa perkara berdasarkan 
ketentuan Pasal 182 KUHAP dan argumentasi dissenting opinion 
hakim dalam memeriksa permohonan kasasi terdakwa dalam 
Perkara Nomor : 188K/Pid/2017 sesuai Pasal 253 KUHAP.  
BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat 
tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang dapat 
dilakukan berdasarkan hasil keseluruhan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN
 48 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Dissenting Opinion Sebagai Bagian dari Dinamika Musyawarah Hakim 
a. Pengertian Dissenting Opinion 
Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar 
putusan hukum dalam suatu   kasus  tertentu,  manfaatnya  adalah untuk 
merunut fakta hukum (lex factum) yang keliru diterapkan dalam suatu 
putusan  hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk 
ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan sebelum putusan 
tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Jadi 
ketika ada pendapat yang  berbeda  (Dissenting Opinion) dari salah satu 
hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka 
putusan tersebut harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau 
dibatalkan (H.F. Abraham Amos, 2004:17). Menurut Bagir Manan 
Dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan 
pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (Bagir Manan, 
2006:11). Menurut Artidjo Alkostar dissenting opinion merupakan suatu 
perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Artidjo Alkostar, 2000:1). 
Sedangkan menurut Pontang Moerad dissenting opinion merupakan opini 
atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim 
yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yang diambil oleh 
mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad,  2005: 111). 
Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting 
opinion) dalam memberikan keterangan tertulis harus memiliki alat bukti 
yang sah yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni terdiri dari : 
1) Keterangan saksi; 
2) Keterangan ahli; 
3) Surat; 
4) Petunjuk; 
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5) Keterangan  terdakwa. 
Jadi bagaimanapun juga pihak pencari keadilan dan masyarakat  
luas  sudah  seharusnya  mau  dan  mampu  menghargai apapun putusan 
yang dikeluarkan oleh Hakim (pengadilan), bahwa Hakim   itu   memutus   
berdasarkan   bukti-bukti   dipersidangan   dan bukan berdasarkan kepada 
giringan opini publik dan media, sehingga pencari  keadilan  dan 
masyarakat  tidak  boleh  langsung  mengecam sebuah  putusan  tidak  
adil  dan  hakim  tidak  profesional,  kecuali memang ditemukan 
kejanggalan pada putusan tersebut, dan   itu pun harus melalui prosedur 
yang telah ditentukan 
(http://www.pabengkayang.go.id/index.php?option=com_content&view=
article&id=118:dissenting-opinion-dalam 
putusan&catid=2:berita&Itemid=9   diakses   pada   tanggal   27 Maret 
2018  pukul 22.25WIB). 
b. Pengaturan Mengenai Dissenting Opinion 
Dissenting   Opinion   diatur   dalam   Undang - Undang   Nomor.   
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dijelaskan dalam Pasal 
14 UU No.48 Tahun 2009 ayat (1) bahwa putusan  diambil berdasarkan 
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, yang berarti bahwa 
tidak boleh diketahui oleh  umum  atau  diluar yang ikut musyawarah, 
sedang ayat (5) mengatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak 
dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat 
dalam putusan  (Dissenting Opinion). 
Selain itu, majelis hakim memiliki kewajiban untuk memuat 
pendapat hakim yang berbeda dalam dalam putusan yang diatur dalam 
Undang Undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang  
Mahkamah Agung  yaitu  pada  Pasal 30 ayat (2)  yang menetapkan 
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bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung 
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat  (3) ditambahkan bahwa, 
dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim 
Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Hal ini menunjukan 
bahwa dalam pengambilan keputusan harus denga musyawarah dan 
pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan 
tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam 
Pasal  182  angka  (6)  huruf  a  disebutkan  bahwa  apabila  dalam 
pengambilan  putusan   yang  sudah  dilakukan  dengan  sungguh 
sungguh tetap tidak dicapai hasil mufakat maka : 
a) Putusan diambil dengan suara terbanyak; 
b) Jika putusan yang diambil dengan suara terbanyak tidak juga 
dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat 
hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 
c.  Kebaikan dan Kelemahan Pranata  Dissenting Opinion 
Penerapan Dissenting Opinion memberikan beberapa kebaikan atau 
keuntungan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Pranata  Dissenting Opinion merupakan perwujudan nyata 
kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap 
sesama Anggota Majelis atau sesama hakim. Pranata ini 
sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara.; 
2. Pranata Dissenting Opinion mencerminkan jaminan hak 
berbeda pendapat (the right to dessent) setiap hakim dalam 
memeriksa dan memutus   perkara.   Dalam   kerangka   yang   
lebih   luas,   pranata dissenting opinion  mencerminkan 
demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara; 
3. Pranata Dissenting Opinion merupakan instrumen 
meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui 
pranata ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia 
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tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara 
individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati 
nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan 
memberikan pendapat   pada   setiap   perkara   yang diperiksa 
dan diputus; 
4. Pranata Dissenting Opinion merupakan instrumen 
meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata 
dissenting opinion setiap hakim diwajibkan mempelajari dan 
mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus 
karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-
fakta dan hukum yang kompleks 
5. Pranata Dissenting Opinion merupakan instrumen menjamin 
dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi  
dissenting opinion, setiap anggota majelis akan berusaha 
menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik 
secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan 
sosiologis yang memadai; 
6. Pranata Dissenting Opinion merupakan instrumen dinamika 
dan updating  pengertian-pengertian  hukum.  Kehadiran  
dissenting opinion   menunjukkan   fakta-fakta   hukum   
dalam   suatu   perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak 
bersifat linear. Melalui pranata dissenting  opinion  pemberian  
makna  yang  berbeda  baik  fakta maupun hukum akan 
menjamin dinamika dan updating pengertian suatu kaidah 
hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi 
penerapan hukum; 
7. Pranata  Dissenting Opinion merupakan  instrumen  
perkembangan lmu Hukum. Ilmu hukum berkembang melalui 
beberapa cara, yaitu: Perkembangan filsafat hukum, teori 
hukum, dan aturan-aturan hukum. Pranata  dissenting opinion 
akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut 
muatan filsafat, teori atau doktin, maupun kaidah-kaidah 
hukum baru yang dibentuk oleh hakim; 
Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan dissenting 
opinion juga  memiliki  beberapa  kelemahan,  diantaranya  sebagai 
berikut: 
1. Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas) 
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Pranata dissenting opinion membawa konsekuensi putusan 
hakim ditentukan oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan 
demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak 
terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas 
(dissenting) itulah yang benar dan adil; 
2. Pranata Dissenting Opinion baik secara keilmuan maupun 
praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; 
3. Pranata   Dissenting Opinion dapat   mempengaruhi   
harmonisasi hubungan sesama hakim, terutama untuk 
masyarakat yang mementingkan  hubungan  emosional  di  atas  
hubungan  zekelijk, seorang  ketua  majelis  dapat  merasa  
ditantang  bahkan  mungkin direndahkan oleh anggota yang 
berbeda pendapat; 
4. Pranata  Dissenting Opinion dapat  menimbulkan  sifat  
individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat 
anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai 
persoalan dibanding anggota lain (Bagir Manan, 2006:17). 
 
2. Kasasi Sebagai Salah Satu Upaya Hukum 
a. Pengertian Kasasi 
Selama proses beracara di Pengadilan salah satu tahapan akhir 
setelah adanya putusan Pengadilan adalah tersedianya kesempatan berupa 
hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan 
Hakim. Apabila menolak suatu putusan Hakim maka dapat 
memanfaatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum 
(rechtsmiddelen). Upaya hukum adalah usaha melalui saluran hukum dari 
pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang 
dianggap tidak adil atau kurang tepat (Atang Ranoemihardja, 1981: 123). 
Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, upaya hukum dimaksudkan 
merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau 
Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan 
Pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan 
tersebut (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987: 3). 
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Upaya hukum diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP yang 
menyatakan “Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum 
untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau 
Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 
Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat 
(1) KUHAP, upaya hukum Banding merupakan hak yang dimiliki oleh 
Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan pemeriksaan ulangan 
kepada Pengadilan Tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali fakta-fakta kecuali terhadap 
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan Kasasi 
berdasarkan Pasal 244 KUHAP adalah suatu hak yang dapat 
dipergunakan atau dikesampingkan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. 
Apabila Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan yang 
dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan 
permohonan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap 
pelaksanaan dan pengetapan hukum yang telah dijalankan oleh 
Pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung 
pembebasan. Lembaga Kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata 
asalnya ialah casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim 
dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan (Andi Hamzah, 
2013: 297). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Kasasi adalah pembatalan, yaitu 
suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas 
putusan-putusan Pengadilan-Pengadilan lain (Wirjono Prodjodikoro, 
1983: 10). Kasasi merupakan jalan hukum untuk melawan keputusan-
keputusan Hakim tingkat tertinggi yaitu putusan yang tidak dapat 
dimohonkan Banding baik oleh karena tidak diperbolehkan oleh Undang-
Undang maupun karena kesempatan Banding itu telah dipergunakan (R. 
Soesilo, 1988: 138). 
b. Alasan Pengajuan Kasasi 
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Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat 
Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari 
semua lingkungan peradilan karena: 
1) Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
3) Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan 
Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 
batalnya putusan yang bersangkutan. 
Alasan pengajuan Kasasi terbagi menjadi dua yaitu alasan Kasasi 
yang dibenarkan Undang-Undang dan alasan Kasasi yang tidak 
dibenarkan oleh Undang-Undang. 
1) Alasan Kasasi yang Dibenarkan oleh Undang-Undang 
Alasan Kasasi yang sudah ditentukan secara “limitatiif” 
dalam Pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan Kasasi dilakukan 
Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. 
Sejalan dengan itu, permohonan Kasasi harus mendasarkan 
keberatan-keberatan Kasasi bertitik tolak dari alasan yang 
disebutkan pada Pasal 253 ayat (1). Yang harus diutarakan 
dalam memori Kasasi ialah keberatan atas putusan yang telah 
dijatuhkan Pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu 
mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dapat 
dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) (M. Yahya Harahap, 2012: 
565). 
Alasan Kasasi yang diperkenankan atau yang dapat 
dibenarkan Pasal 253 ayat (1) terdiri dari: 
a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan 
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan 
menurut ketentuan undang-undang; 
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c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya. 
Ketiga hal ini kebertan Kasasi yang dibenarkan oleh 
undang-undang sebagai alasan Kasasi. Diluar ketiga alasan ini, 
keberatan Kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-
undang. Penentuan alasan Kasasi yang limitatif dengan 
sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah 
Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat Kasasi, 
terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal 
tersebut. Diluar ketiga hal itu, Undang-Undang tidak 
membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. 
Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan 
Kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan Kasasi yang 
disampaikan dalam memori Kasasi, agar keberatan itu dapat 
mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1). 
Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga 
alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan oleh 
Mahkamah Agung. Sedapat mungkin permohonan Kasasi dapat 
memeperlihatkan dalam memori Kasasi bahwa putusan 
Pengadilan yang dikasasi mengandung: 
a) Kesalahan penerapan hukum; 
b) Atau Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara 
tidak melaksanakan cara mengadili menurut Undang-
Undang; 
c) Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, 
baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif 
atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan 
hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya (M. 
Yahya Harahap, 2012: 565). 
2) Alasan Kasasi Tidak dapat Dibenarkan oleh Undang-Undang 
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a) Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Menguatkan 
Putusan Pengadilan Negeri 
Alasan yang memuat keberatan, putusan Pengadilan 
Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam 
pemeriksaan Kasasi. Percuma permohonan Kasasi 
mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab 
seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta 
sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal 
itu: 
(1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan 
tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan 
peradilan menurut ketentuan Undang-Undang serta 
tidak dapat dikategorikan melampaui batas 
wewenang yang ada padanya; 
(2) Tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang 
yang ada padanya, karena berwenang penuh 
menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan 
Negeri yang dianggap telah tepat. 
b) Keberatan atas Penilaian Pembuktian 
Keberatan Kasasi atas penilaian pembuktian termasuk 
diluar alasan Kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh 
karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam 
pemeriksaan tingkat Kasasi. Hal ini berbeda dengan 
kesalahan penerapan hukum pembuktian, kesalahan 
penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan 
penilaian pembuktian. Oleh karena itu, keberatan tersebut 
“dapat dibenarkan” dalam tingkat Kasasi; 
c) Alasan Kasasi yang Bersifat Pengulangan Fakta 
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Alasan Kasasi yang sering dikemukakan pemohon 
adalah “pengulangan fakta”, padahal sudah jelas alasan 
Kasasi seperti ini tidak dapat dibenarkan oleh Undang-
Undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang 
kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah 
dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan 
Negeri maupun dalam memori Banding. Isi memori Kasasi 
yang diajukan hanya mengulang kembali kejadian dan 
keadaan yang telah pernah dikemukakannya dalam 
pemeriksaan Pengadilan Negeri, pemohon telah 
mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu 
kembali lagi diutarakannya dalam memori Kasasi menjadi 
alasan Kasasi. Keberatan Kasasi yang seperti ini, tidak 
dibenarkan Undang-Undang, dan Mahkamah Agung 
menganggapnya sebagai pengulangan fakta yang tidak perlu 
dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi. 
d) Alasan yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara 
Alasan yang seperti ini pun sering dikemukakan 
pemohon dalam memori Kasasi, mengemukakan keberatan 
yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan 
dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan Kasasi 
yang seperti ini dianggap irrelevant karena berada diluar 
jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak 
mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa 
yang diputus Pengadilan. 
e) Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah 
Denda 
Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat 
dibenarkan Undang-Undang, sebab tentang berat ringannya 
hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar 
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kecilnya jumlah denda adalah wewenang Pengadilan yang 
tidak takhluk pada pemeriksaan tingkat Kasasi. 
f) Keberatan Kasasi atas Pengembalian Barang Bukti 
Alasan Kasasi semacam ini tidak dapat dibenarkan. 
Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah 
wewenang Pengadilan yang tidak tahluk pada pemeriksaan 
Kasasi. Pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada 
siapa barang bukti dikembalikan. 
g) Keberatan Kasasi Mengenai Novum 
Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah 
keberatan Kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah 
diperiksa” sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, 
baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat 
Banding. Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan 
Kasasi, padahal hal itu tidak dapat diperiksa dan diajukan 
baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun 
pada pemeriksaan tingkat Banding tidak dapat dibenarkan 
karena tidak takhluk pada pemeriksaan Kasasi. Pengajuan hal 
seperti ini dalam keberatan Kasasi dianggap “hal baru” atau 
“novum” (M. Yahya Harahap, 2012: 567-573). 
c. Tujuan Kasasi 
Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan 
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan 
undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 
2013: 298). Tujuan upaya hukum Kasasi menurut M. Yahya Harahap 
antara lain sebagai berikut: 
1) Koreksi terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan 
Salah satu tujuan Kasasi, memperbaiki dan meluruskan 
kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar 
diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili 
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perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-
Undang; 
2) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru 
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah 
Agung dalam peradilan Kasasi, adakalanya tindakan koreksi 
sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk 
yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada 
padanya dalam bentuk judge making law, sering Mahkamah 
Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus” 
atau case law, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam 
rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-
undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan 
lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. 
Apabila putusan Kasasi baik yang berupa koreksi atas 
kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan 
hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi 
pengadilan dalam mengambil keputusan maka Mahkamah 
Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. Sekalipun sistem 
peradilan Indonesia tidak menganut prinsip “preseden” (yang 
mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan 
Mahkamah Agung sebagai peradilan Kasasi), namun kenyataan 
dalam praktek, putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani 
sebagai panutan. Sebab setiap penyimpangan dari yurisprudensi, 
akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan 
Kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah 
diciptakannya. Oleh karena itu secara psikologis pengadilan 
bawahan dalam mengambil putusan selalu cenderung mengikuti 
dan mendekati putusan Mahkamah Agung. 
3) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum 
Tujuan lain daripada pemeriksaan Kasasi adalah 
mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau 
25 
 
 
unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan 
adanya putusan Kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, 
akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak 
dalam penerapan hukum, serta dapat menghindari 
kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim (M. 
Yahya Harahap, 2012: 539-542). 
3. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Sebagai Hasil dari Musyawarah 
Hakim  
a. Pertimbangan Hakim 
Terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim dalam memutus suatu 
perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu 
pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim 
yang bersifat non yuridis. Berikut adalah penjelasan mengenai 
pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis. 
1) Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di 
dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 
yang bersifat yuridis ini diantaranya yaitu: 
a) Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat 
rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 
pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta 
landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka 
Pengadilan. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, 
hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat 
formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas 
Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta 
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waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal 
yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 
b) Tuntutan Pidana 
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-
jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang 
dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan 
oleh Pengadilan kepada Terdakwa, dengan menjelaskan 
karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang 
mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 
tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat 
tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan 
dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat 
proses pembuktian dalam persidangan, yang 
disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang 
digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai 
pada tuntutannya di dalam requisitoir itu biasanya 
Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang 
unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada 
Terdakwa, dengan memberikan alasan tentang 
anggapannya tersebut. 
c) Keterangan Saksi 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari 
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan 
saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam 
Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Keterangan saksi 
merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan alami sendiri, yang 
harus disampaikan dalam sidang Pengadilan dengan 
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mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang 
disampaikan di muka sidang Pengadilan yang 
merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang 
diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai 
sabagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini 
dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah 
testimonium de auditu. Kesaksian de auditu 
dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. 
d) Barang Bukti 
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan 
oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana 
atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. 
Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan 
dalam sidang Pengadilan bertujuan untuk menguatkan 
keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan 
Terdakwa untukmembuktikan kesalahan Terdakwa. 
Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada 
persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam 
menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan 
kepada Terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui 
oleh Terdakwa maupun para saksi. 
e) Keterangan Terdakwa 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat 
bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat 
bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang 
dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang 
ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia 
alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. 
Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang 
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berupa penolakan dan keterangan yang berupa 
pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. 
f) Pasal-Pasal dalam Peraturan Per-Undang-Undang-an 
yang terkait. 
Pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan 
berpedoman pada rumusan Pasal 197 huruf d dan f 
KUHAP yang berbunyi (d) pertimbangan yang disusun 
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang 
yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (f) 
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa. berdasarkan rumusan Pasal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu yang harus 
dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal 
peraturan per-Undang-Undang-an yang menjadi dasar 
pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh 
Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan putusan. 
Selain ketentuan tersebut, diatur pula dalam Pasal 
50 ayat (1) yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain 
harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili” dan Pasal 53 ayat (2) 
yang berbunyi “Penetapan dan putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan 
hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 
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hukum yang tepat dan benar” Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2) Pertimbangan Non-Yuridis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat 
pertimbangan yang bersifat non-yuridis, disamping 
pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis saja 
tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang 
dengan pertimbangan Non yuridis yang bersifat sosiologis, 
psikologis, kriminologis dan filosofis. Aspek sosiologis berguna 
untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang 
melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk 
mengkaji kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan suatu 
tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek 
kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seseorang 
melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku 
seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian 
Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai 
dengan kebutuhan pelaku. 
Pertimbangan Non yuridis meliputi pertimbangan pada 
hal-hal yangmemberatkan ataupun yang meringankan hukuman 
bagi terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar 
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim juga 
harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan Terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim 
dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai 
pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan, 
baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, 
jangan sampai penentuan pidana oleh Hakim itu akan 
berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya 
dan hukum itu sendiri pada khususnya. 
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Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam hal Hakim 
diberi kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana 
yang akan dijatuhkan, tentunya Hakim juga terikat oleh alat 
bukti yang sah dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
yang menyatakan secara tegas bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Selain alat bukti yang sah, untuk menentukan berat 
ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, ada 
faktor lain yang harus diperhatikan oleh Hakim, yaitu hal-hal 
yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. 
a) Pertimbangan yang Memberatkan 
(1) Hal-hal yang Memberatkan Pidana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya 
mengatur hal-hal yang dijadikan alasan 
memberatkan pidana, yaitu pertama, sedang 
memangku suatu jabatan (Pasal 52 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) dimana pemberatan karena 
jabatan ditentukan dalam Pasal 52 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai 
berikut: 
“Bilamana seseorang pejabat karena 
melakukan tindakan pidana, melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan, atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah 
sepertiganya” 
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Kedua yaitu recidive atau pengulangan dimana 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
menganut sistem Recidive Khusus artinya 
pemberatan pidana hanya dikenakan pada 
pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja 
dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, 
dan yang terakhir yaitu gabungan atau semenloop 
(adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa 
pidana). 
(2) Hal-hal yang Memberatkan pada Putusan Pengadilan 
Meresahkan masyarakat adalah hal yang 
dijadikan dasar alasan memberatkan pidana tersebut. 
b) Pertimbangan yang Meringankan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 
alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu 
Percobaan [Pasal 53 ayat (2 dan 3)]; Membantu atau 
medeplichgqheid [Pasal 57 ayat (1 dan 2)]; Belum 
dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).  
Hal-hal yang dapat meringankan dalam 
persidangan adalah sikap correct dan hormat Terdakwa 
terhadap Pengadilan, dan pengakuan terus terang 
sehingga memperlancar jalannya persidangan; pada 
kejahatannya tersebut tidak ada motif yang 
berhubungan dengan latar belakang publik; dalam 
persidangan, Terdakwa telah menyatakan penyesalan 
atas perbuatannya. 
b. Putusan Pengadilan 
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP dinyatakan bahwa 
Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
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diatur dalam undang-undang ini. Putusan Hakim dalam hukum acara 
pidana yang dikenal selama ini terdapat 2 (dua) macam, yaitu putusan 
sela dan putusan akhir. Berikut adalah penjelasannya: 
1) Putusan Sela 
Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah 
mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, sebab surat dakwaan 
merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap Terdakwa 
di suatu persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berupa 
antara lain sebagai berikut: 
a) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima 
Apabila keberatan (Eksepsi) Terdakwa atau 
penasihat hukum Terdakwa diterima, maka 
pemeriksaan terhadap pokok bergantung kepada jenis 
Eksepsi mana yang diterima oleh Hakim. Jika Eksepsi 
Terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, 
maka perkara tersebut dikembalikan kepada Penuntut 
Umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya. 
 
b) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima 
Apabila dalam putusan selanya Hakim 
menyatakan bahwa keberatan dari Terdakwa atau 
penasihat hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat 
diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru 
dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a 
quo, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah 
sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan 
persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan 
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materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
2) Putusan Akhir 
Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh 
Hakim, maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu 
menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada 
suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga 
negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai 
putusan akhir (Ahmad Rifai, 2010: 112). 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 
beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim 
dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
a) Putusan Bebas (vrijspraak) adalah Putusan yang 
dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan 
Terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan 
terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan 
oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan 
(Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana). Menurut Wiryono Prodjodikoro, 
vrijspraak diterjemahkan dengan, “Pembebasan 
terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan 
pembebasan murni” (Wirjono Prodjodikoro, 1987: 93). 
Djoko Prakoso mengatakan, Vrijspraak adalah putusan 
hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena 
peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat 
dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan 
selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh 
dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti 
(Djoko Prakoso, 1985: 270). 
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b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum 
(onslaag vanallerecht vervolging) adalah Putusan 
pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan dijatuhkan 
oleh Hakim apabila dalam persidangan ternyata 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi 
diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan 
perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap 
Terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan 
hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana). Berikut alasan-alasan 
dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
(Djoko Prakoso, 1985: 272-273): karena peristiwa-
peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan 
kepada Terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang 
terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan 
atau pelanggaran maka Terdakwa dalam putusan hakim 
harus dilepas dari segala tuntutan hukum, apabila ada 
keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa 
Terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana 
menurut beberapa Pasal dari Kitab UndangUndang 
Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasanalasan 
pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 44, 
Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 
KUHP. 
c) Putusan Pemidanaan artinya bahwa Terdakwa telah 
terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 
Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus 
dipatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana 
yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana) (Ahmad Rifai, 2010: 
113). Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung 
pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara 
pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa secara sah dan 
meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat 
bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti 
konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana 
dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim 
mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang 
bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan 
itu. Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut 
Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, 
“Adanya keadaan psycis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 
antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 
dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat 
dicela karena melakukan perbuatan tadi” (Moeljatno, 
2004: 106). 
d) Hal-hal yang dimuat dalam Putusan Pemidanaan 
menurut Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa: 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: 
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI 
KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA"; 
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama 
dan pekerjaan terdakwa; 
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat 
dakwaan; 
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 
terdakwa; 
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e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam 
surat tuntutan; 
f. pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 
pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa; 
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah 
majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh 
hakim tunggal; 
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak 
pidana disertai dengan kualifikasinya dan 
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu 
atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, 
jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap 
dalam tahanan atau dibebaskan; 
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, 
nama hakim yang memutus dan nama panitera; 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, 
b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan 
putusan batal demi hukum. 
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut 
ketentuan dalam undang-undang ini. 
 
 
4. Pemalsuan Surat Sebagai Bentuk Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana  
Pembentuk Undang - Undang kita telah mengunakan perkataan 
strafbaarfeit untuk apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Berbagai 
macam pendapat yang dikemukakan para sarjana tentang pengertian 
tindak pidana, diantaranya : 
1) Menurut Hazewingkel Suringa, dalam buku P.A.F 
Lamintang straftbaarfeit yaitu sebagai suatu perilaku 
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak oleh 
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suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap  sebagai  
perilaku  yang  harus  ditiadakan  oleh  hukum pidana 
dengan mengunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
didalamnya.  (  P.A.F Lamintang , 1996 :182 ). 
2) Menurut Pompe , dalam buku P.A.F Lamintang perkataan 
straftbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 
norma yaitu  gangguan  terhadap  tertib  hukum  yang  
dengan  sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum. ( P.A.F Lamintang , 1996 :182) 
3) Menurut  Simons,  dalam  buku P.A.F Lamintang  
straftbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
Undang -undang dapat telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. ( P.A.F Lamintang , 1996 : 
184 ) 
4) Menurut  Wiryono  Prodjodikuro,  tindak  pidana  
merupakan pelanggaran norma-norma dalam (3) tiga bidang 
hukum lain, yaitu hukum perdata,  hukum ketatanegaraan,  
dan  hukum  tata usaha  pemerintah,  yang  oleh  pembentuk  
Undang-undang ditanggapi dengan suatu  hukum  pidana 
(Wiryono, 2002:01 ). 
5) Menurut Adam Chazawi, tindak pidana merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
barang siapa melanggar larangan tersebut ( Adam Chazawi , 
2002 : 71 ). 
b. Unsur- unsur Tindak Pidana. 
1) Unsur subjektif dari tindak pidana adalah : 
a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 
culpa ) 
b) Niat atau maksud ( sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP ) 
c) Macam-macam maksud. 
d) Merencanakan terlebih dahulu. 
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e) Adanya perasaan takut seperti yang terdapat dalam 
Pasal 308 KUHP. 
 
2) Unsur objektif dari tindak pidana adalah : 
a) Sifat melanggar hukum.  
b) Kualitas dari sipelaku. 
c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai 
akibat (P.A.F. Lamintang,1996: 193) 
c. Pengertian Surat 
Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia,  yang dimaksud 
dengan Surat adalah kertas  yang bertulis dengan berbagai-bagai isi 
maksudnya atau secarik kertas sebagai tanda atau keterangan. da bebrapa 
jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187 
KUHAP, sebagai berikut : 
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat 
dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat / dialami sendiri disertai 
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, 
contoh : Akta Notaries, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita 
acara lelang 
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan 
atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk 
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan, contoh ; BAP, paspor, kartu tanda 
penduduk dll. 
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara respi darinya, contoh ; visum 
et revertum. Walaupun sering dikategorikan sebagai 
keterang ahli, namun visum et revertum juga dapat 
merupakan alat bukti surat, hal ini oleh yahya harahap 
disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli) . 
Walaupun banyak perpedaan pendapat mengenai visum et 
revertum ini, namun tidak mempengaruhi niali 
pembuktiannya sebagai alat bukti sah dipengadilan, baik ia 
sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas 
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visum et revertum tidak dapat dihitung sebagai dua alat 
bukti. 
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh ; surat-
surat dibawah tangan. 
Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 
(tiga) macam surat, sebagai berikut : 
1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu 
bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang 
bersangkutan. 
2. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di 
hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk 
dijadikan bukti. 
3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan 
alat bukti. Surat yang dikeluarkan oleh pejabat. 
Adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan. atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tangung jawabnya. Dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau  sesuatu  keadaan.  
Termasuk  surat  yang  dikeluarkan  oleh pejabat yang berwenang. 
1. Surat keterangan ahli. 
Adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya menegenai sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. 
2. Surat Lain. 
Adalah surat selain yang diatur diatas  yang hanya dapat 
berlaku apabila ada hubungannnya dengan isi alat 
pembuktian lain. Misalnya surat-surat pribadi yang 
kemudian dijadikan bukti di persidangan. 
d. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 
Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 
KUHP  dirumuskan  sebagai  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan 
surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu 
pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk membuktikan 
suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (oogmerk) untuk memakai 
surat  itu  atau  untuk  menyuruh  orang  lain  memakainya  seolah-olah 
surat itu tulen atau tidak dipalsu, dan lagi pemakaian itu dapat 
mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) 
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dinamakan ( kualifikasi) pemalsuan surat  (valschheid in geschrift ) dan 
diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. 
 Dengan demikian sesuai dengan bunyi perumusan Pasal 263 
KUHP ayat (1) tidak setiap pemalsuan surat dapat dijatuhi pidana, 
menurut Wirjono Prodjodikuro diadakan pembatasan, yaitu dibatasi dua 
macam surat : 
a) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu 
perikatan atau suatu pembebasan dari utang.Surat yang 
dimaksudkan ialah surat perjanjian atau surat kontrak, 
seperti  surat  jual  beli,  surat  sewa  menyewa,  surat  
penukaran barang, Surat pinjaman uang, surat pemborongan 
kerja dan sebagainya. ini semua memuat berbagai perjanjian 
yang mengandung timbulnya hak–hak dan kewajiaban-
kewajiban dari masing-masing pihak 
b) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan. 
Surat ini  harus ditujukan untuk umum membuktikan 
sesuatu kejadian dan    surat ini harus ada kekuatan 
pembuktian / bewijskracht (Wirjono Prodjodikoro , 2002 
:184 ). Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Adapun  
unsur-unsur  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dalam Pasal 
263 ayat (1) dan (2) adalah sebagai brikut : 
1) Unsur objektif  yaitu: 
 Membuat palsu / memalsu  
 Memalsu terhadap : 
 Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hal.  
 Surat yang dapat menerbitkan keterangan. 
 Surat yang dapat membebaskan hutang. 
 Surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan.  
 Pemakaian surat itu dapat menimbulkan 
kerugian. 
 
2) Unsur subjektif yaitu: 
 Dengan maksud untuk mempergunakan surat itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. 
 Dengan sengaja. Dalam pasal ini secara jelas 
disebutkan kualifikasi dari perbuatan yang 
dilakukan karena pemalsuan surat dan dalam 
pasal tersebut disebutkan akibat dari 
perbuatanya yaitu jika pemakaiannya tersebut 
dapat menimbulkan kerugian . Dari  unsur-
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unsur  tindak  pidana pemalsuan  surat  terdapat  
istilah membuat  surat  palsu  dan  memalsukan  
surat  dan  dari  kedua istilah  itu terdapat  
pengertian  yang  berbeda.  Adapun  perbedaan  
adalah  membuat surat Palsu yaitu berarti 
semula surat belum ada, lalu ia membuat surat 
itu sendiri sehingga seolah-olah sama dengan 
yang asli. Sedangkan pengertian memalsukan 
surat berarti bahwa surat itu sudah ada, 
kemudian surat itu ditambah, dikurangi atau 
dirubah isinya, sehingga surat itu tidak sesuai 
lagi dengan aslinya. 
Unsur terpenting dari pemalsuan surat, bahwa ada tujuan untuk 
memakai surat itu, seolah-olah surat itu tulen dan tidak dipalsu, tetapi 
pemakaian ini harus pemakaian tertentu, yang dapat mengakibatkan 
kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat itu benar-benar 
dipakai seperti yang dimaksudkan. Lebih - lebih tidak perlu pemakaian 
ini benar-benar merugikan. Yang menjadi unsur tindak pidana ini adalah 
hanya kemugkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian 
tertentu itu. Pemakaiannya ini dapat dilakukan oleh orang lain, yang juga 
dapat dihukum dengan hukuman sama, yaitu menurut ayat (2) Pasal 263 
KUHP. 
 
e. Pasal-Pasal  Lain  Dalam  KUHP   Yang  Berhubungan  Dengan 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan 
pemalsuan surat antara lain : 
 
1) Pasal 264 KUHP. 
Yaitu berkaitan dengan pemalsuan surat- surat 
tertentu.Pasal 264 ayat (1) : pemalsuan surat diancam  
dengan pidana penjara maksimum, jika ia lakukan dalam : 
a) Akta otentik. 
b) Surat   hutang   atau   sertifikat   hutang   dari   suatu   
negara   atau bagiannnya ataupun dari suatu lembaga 
umum. 
c) Surat saham atau surat hutang atau sertifikat saham 
/sero atau sertifikat hutang dari suatu perkumpulan 
yayasan ,perseroan atau maskapai. 
d) Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti dari 
salah satu surat yang dirumuskan  pada  nomor 2  
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dan  3  diatas,  ataupun  didalam tanda bukti 
pengantinya. 
e) Surat   kredit   atau   surat   dagang   yang   
diperuntukkan   dalam peredaran. 
Pasal 264 ayat (2), dengan pidana yang sama diancam 
barangsiapa dengan sengaja mengunakan salah satu surat 
yang dibuat secara palsu atau surat yang dipalsukan yang 
disebutkan pada ayat pertama, seolah- olah  asli  dan  tidak  
dipalsukan,  jika karena pengunaanya  itu  dapat 
menimbulkan  kerugian.  Dengan  demikian  Pasal  264  
ayat  1  dan  2 
KUHP  itu  erat  hubungannya dengan  Pasal  263  KUHP,  
sedangkan dalam pasal ini diperinci jenis –  jenis surat yang 
dipalsukan sehingga jelas. 
2) Pasal 266 KUHP. 
a) Barang siapa menyuruh memasukkan suatu 
keterangan palsu kedalam suatu akta otentik   
tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu 
(akan) menyatakan kebenaran, dengan maksud 
untuk mengunakan akta itu atau menyuruh orang 
lain untuk mengunakan seolah-olah keterangan itu 
sesuai dengan kebenaran, jika pengunaannya dapat 
menimbulkan kerugian diancam dengan pidana 
penjara maksimum tujuh tahun. 
b) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa 
denga senganja sesuai dengan kebenaran, jika 
karena pengunaan itu dapat menimbulakan kerugian. 
3) Pasal 268 KUHP. 
a) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu 
surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya 
penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud 
menyesatkan penguasa umum atau penanggung 
(verzakerarr), diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. 
b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 
dengan maksud sama memakai surat keteragan yang 
tidak benar dan tidak dipalsu. 
4) Pasal 269 KUHP. 
a) Barang siapa membuat secara tidak benar atau 
memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, 
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kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan 
lain, dengan maksud memakai  atau menyuruh orang 
lain pakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan 
atau supaya dapat menimbulkan kemurahan hati dan 
pertolongan, diancam pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan. 
b) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa 
dengan maksud yang sama memakai surat 
keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, 
seolah-olah  surat itu benar dan tidak dipalsu. 
5) Pasal 270 KUHP. 
a) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau 
memalsu pas jalan atau surat pengantinya, kartu 
keamanan, surat perintah jalan atau surat yang 
diberikan menurut ketentuan Undang-undang 
tentang pemberian izin kepada orang asing untuk 
masuk dan menetap di Indonesia ; ataupun atas 
barangsiapa menyuruh beri surat serupaitu atas 
nama palsu atau nama kecil yang palsu dengan 
menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud 
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat itu 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah 
isinya sesuai  dengan  kebenaran,  diancam  pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 
b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 
dengan sengaja memakai surat yang seolah- olah 
benar dan tidak palsu atau sesuai dengan kebenaran. 
6) Pasal 271 KUHP. 
a) Barang siapa membuat secara tidak benar atau 
memalsu surat pengantar bagi kerbau atau sapi ; atau 
menyuruh beri serupa atas nama nama palsu, dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
pakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran, diancam pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan. 
b) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa 
dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau 
yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-
olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya 
sesuai denagn kebenaran. 
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7) Pasal  274 KUHP. 
a) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau 
memalsu surat keterangan seorang pejabat yang sah, 
tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu 
barang, dengan maksud untuk memudahkan 
penjualan atau pengadaiannya atau untuk 
menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian 
tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun. 
b) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa 
dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan 
itu seolah-olah benar dan tidak dipalsu 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Bagan Kerangka Pemikiran 
 
PUTUSAN PN NOMOR 
256/ Pid.B /2016/ PN.Jmr 
 
PUTUSAN PT NOMOR 
543/PID/2016/PT SBY 
 
UPAYA HUKUM 
KASASI 
Alasan judex factie salah 
menerapkan hukum 
PERTIMBANGAN 
HAKIM 
Terdapat perbedaan pendapat 
hakim ( dissenting opinion ) 
PUTUSAN  MA NOMOR 
188/K/Pid/2017 
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Keterangan: 
Bagan kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur berpikir 
penulis dalam menyusun penelitian hukum guna menemukan jawaban 
atas permasalahan hukum Ini, yaitu dalam hal perbedaan pendapat 
Hakim dalam memutus suatu perkara (Dissenting Opinion) dalam 
perkara pemalsuan surat. Dalam perkara pemalsuan surat tersebut 
Terdakwa dituntut dengan dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP  yang pada akhirnya keluar Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor : 256/ Pid.B /2016/ PN.Jmr yang pada 
amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan 
menyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat , dalam hal 
ini dikuatkan dalam putusan banding dalam putusan Pengadilan Tinggi 
Nomor: 543/PID/2016/PT.SBY yang diajukan oleh Terdakwa / 
Pembanding yang amar putusannya adalah menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri Jember Nomor : 256/ Pid.B /2016/ PN.Jmr. 
 Mengenali hal itu Terdakwa mengajukan permohonan kasasi  
dengan alasan Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang tidak 
cermat mengamati kasus perkara pemalsuan surat ini, hal tersebut 
menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus, akan tetapi dalam 
musyawarah Hakim tersebut terdapat perbedaan pendapat Hakim  
( Dissenting Opinion ). Sehingga setelah majelis Hakim bermusyawarah 
dan diambil suara terbanyak diputuslah perkara tersebut dan dikeluarkan 
putusan Mahkamah Agung Nomor 188/K/Pid/2017 yang amarnya 
menyatakan Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 
543/PID/PT.SBY tanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Jember Nomor 265/Pid.B/2016/PN.Jmr tanggal 23 
Juni 2016. Putusan tersebut juga membebaskan Terdakwa dari segala 
dakwaan dan memulihkan hak – hak Terdakwa.
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Dissenting 
Opinion Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus 
permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat ( Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 188K/Pid/2017 ) dapat dikemukakan 
hasil  penelitian sebagai berikut : 
1. Identitas Terdakwa :  
Nama   : Erfan Fadillah 
 Tempat Lahir  : Jember 
 Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 11 Agustus 1969 
 Jenis Kelamin  : Laki – laki 
 Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jalan Melati V RT/RW 01/30, Kelurahan 
Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten 
Jember 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
 
2.  Uraiaan Singkat Fakta Peristiwa 
Pada awal 2003 , saksi korban HERMAN RAHARJO membeli 
sebidang tanah milik SITI AMINAH yang terletak di Kelurahan Jember 
Kudil, Kecamatan Kaliwates , Kabupaten Jember dan tercantum dalam 
Petok C nomor 3881 Persil 68 klas SII seluas 2.102 m2 , dengan Akta 
Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat di 
depan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) BERNAMA Fathur 
Rahman, S.H . Pada saat jual beli di depan PPAT tersebut, luas tanah dari 
SITI AMINAH yang dijual kepada saksi korban HERMAN RAHARJO 
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berubah menjadi 3.103 M2, yang merupakan hasil dari konversi menjadi 
sertifikat dan juga hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak 
BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) Kabupaten Jember. Kemudian saksi 
korban melakukan proses balik nama dan oleh BPN Kabupaten Jember 
telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4999. 
Kemudian pada sekitar tahun 2006, terdapat pihak lain ( Terdakwa 
) yang mengaku merupakan pemilik tanah yang sudah dimiliki oleh saksi 
korban seluas 3.103m2 . Adapun  dasar Terdakwa mengaku merupakan 
pemilik tanah tersebut adalah berupa 1 ( satu ) lembar Surat Ketetapan 
Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan nomor C 
1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO 
, BA selaku kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda 
Jember. 
Pada sekitar bulan april 2006 , saksi korban mengajukan gugatan 
terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri Jember dikarenakan saksi 
korban merasa dirugikan atas adanya penguasaan tanah oleh Terdakwa, 
dimana Terdakwa telah menguasai sebagian tanah milik saksi korban 
yakni seluas 4,5 M2. Pada saat proses gugatan di Pengadilan Negeri 
Jember tersebut, Terdakwa dan saksi korban sama - sama menggunakan 
bukti surat atas kepemilikan tanahnya, dimana Terdakwa menggunakan 1 
( satu ) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 
12 Juni 1980 dengan nomor C 1109, Persil Klas DI Luas 0,075 Da 
dengan tanda tangan  SARDJONO, BA selaku Kepala Kantor Dinas Luar 
pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember. Kemudian bukti yang diajukan 
terdakwa merupakan surat yang tidak benar / palsu , dimana tanda tangan 
yang dibuat oleh SARDJONO, BA dalam surat tersebut tidak sama 
dengan tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO , BA.  Hal ini 
diketahui dan adanya beberapa surat tersebut tidak sama dengan tanda 
tangan yang ada pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, 
tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 
0,075 Da. dan telah diperiksa  oleh laboratorium forensik cabang 
49 
 
 
Surabaya, yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik 
Kriminalistik Nomor LAB. 2573/DTF/2014, TANGGAL 29 April 2014.  
Meskipun bukti 1 ( satu ) lembar Surat Ketetapan Iuran 
Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan nomor C 1109, 
Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO , BA 
tersebut palsu , namun terdakwa tetap menggunakan bukti surat tersebut 
sebagai dasar kepemilikan sehubungan dengan proses gugatan antara 
saksi korban dengan terdakwa di Pengadilan Negeri Jember. Kemudian 
pada akhirnya putusan perdata yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan 
Negeri Jember samapi dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim 
pada mahkamah Agung RI , SAKSI KORBAN dinyatakan kalah dan 
terdakwa dinyatakan sebagai pemilk dari tanah seluas 750 M2, termasuk 
didalamnya tanah seluas 4,5 M2 milik dari saksi korban. 
 
3.  Dakwaan 
Bahwa Terdakwa ERFAN FADILLAH pada hari dan jam yang 
sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2006 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan April tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Pengadilan Negeri Jember di 
Jalan Kalimantan Nomor 03,  Kabupaten Jember atau setidak - tidaknya 
di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 
telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang 
dipalsu,  seolah - olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan 
dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:     
Bahwa  awalnya  pada  tahun  2003,  saksi  korban  HERMAN  
RAHARJO membeli sebidang tanah milik SITI AMINAH yang terletak 
di Kelurahan Jember  Kudil,  Kecamatan  Kaliwates,  Kabupaten  Jember  
dan  tercantum dalam Petok C Nomor 3881 Persil 68 Klas SII seluas 
2.102 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 
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2003 yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
bernama FATHUR RAHMAN, S.H;  
Bahwa pada saat proses jual beli di depan PPAT tersebut, luas 
tanah dari SIZTI  AMINAH  yang  dijual  kepada  saksi  korban  
HERMAN  RAHARJO berubah menjadi 3.103 M2, hal ini merupakan 
hasil dari konversi menjadi sertifikat dan juga hasil pengukuran yang 
telah dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten 
Jember. Kemudian saksi korban melakukan  proses  balik  nama  dan  
oleh  BPN  Kabupaten  Jember  telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik 
Nomor 4999;  
 Adapun batas tanah seluas 3.103 M2 yang sudah di sertifikat SHM 
oleh saksi korban HENDRA RAHARJO tersebut adalah sebagai berikut : 
- Utara : Jalan ST. Prawirodirjo;  
- Selatan : Sungai Bedadung;  
- Timur : Tanah milik Slamet ; 
- Barat : Tanah kuburan;  
Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2006, terdapat  pihak lain 
yang mengaku merupakan pemilik dari sebagian tanah yang sudah 
dimiliki oleh saksi korban seluas 3.103 M2 tersebut. Pihak lain dimaksud 
yaitu Terdakwa ERFAN FADILLAH yang mengaku merupakan pemilik 
dari sebagian tanah yang Terdakwa, dimana Terdakwa telah menguasai 
sebagian tanah yang dimiliki saksi korban. Adapun dasar Terdakwa 
mengaku merupakan Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 
dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda 
tangan SARDJONO, BA selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor 
Inspeksi Ipeda Jember; 
Ketiga : 
Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2006, saksi korban 
mengajukan gugatan terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri Jember 
dikarenakan saksi korban merasa dirugikan atas adanya penguasaan 
tanah yang dilakukan oleh korban yakni seluas 4,5 M2; 
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 Bahwa pada saat proses gugatan di Pengadilan Negeri Jember 
tersebut, saksi  korban  dan  Terdakwa  sama - sama  mengajukan  bukti  
surat  atas kepemilikan tanahnya, dimana untuk Terdakwa sendiri telah 
mengajukan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, 
tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, Persil Klas DI Luas 
0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA selaku Kepala Kantor 
Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember; 
Bahwa  pada  kenyataannya,  bukti  surat  yang  
diajukan/digunakan  oleh Terdakwa  dalam  proses gugatan  perdata di 
Pengadilan  Negeri Jember tersebut di atas adalah tidak benar/palsu, 
dimana tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA dalam surat 
tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, 
BA. Hal ini diketahui dan adanya beberapa surat yang juga 
ditandatangani oleh SARDJONO, BA, dimana tanda tangan yang ada 
pada beberapa surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang ada 
pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 
1980 dengan Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da. Beberapa 
surat yang ditandatangani oleh SARDJONO, BA tersebut diantaranya: 
- 1 (satu) lembar RAPOT-MINGGUAN, Hal Perubahan 
Dalam Buku Iuran Huruf C, Daerah Ipeda Ke : Kantor 
Inspeksi Ipeda Jember, Kawedanan :Kota Administratif 
Jember, Ketjamatan : Kaliwates yang dbuat di Jember pada 
tanggal 2 Januari 1980;  
-  1  (satu)  lembar  SURAT  KETETAPAN  IURAN  
PEMBANGUNAN DAERAH Petikan dari Buku Penetapan 
Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Nomor 5520, nama 
ALI DJOEMAEDY, Desa Balung Lor Laboratorium 
Forensik Cabang Surabaya, yakni 
berdasarkanIndonesiBerita Acara Nomor  16,  Kecamatan  
Balung,  Kawedanan,  Balung,  Kabupaten  :Jember, 
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Karesidenan:Besuki, Provinsi : Jawa Timur yang dibuat di 
Jember pada tanggal 30 September 1979; 
Bahwa selain itu, bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat 
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan 
Nomor C 1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan 
SARDJONO, BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor 
Inspeksi Ipeda Jember, memang tidak benar/palsu, hal ini berdasarkan 
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemeriksaan Laboratorik 
Kriminalistik Nomor LAB.2573/DTF/2014, tanggal 29 April 2014 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, 
S.Si., M.M., dan L.E. Dhyana A, S.Farm., M.Farm., Apt, selaku 
Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor 
Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
- Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, 
Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da adalah NON IDENTIK 
ATAU MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA 
DENGAN TANDA TANGAN PEMBANDING;  
Bahwa  meskipun 1  (satu) lembar Surat Ketetapan  Iuran 
Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, 
Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA, 
selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi Ipeda Jember 
tersebut palsu, namun Terdakwa  tetap  menggunakan  bukti  surat  
tersebut  sebagai  dasar kepemilikannya sehubungan dengan proses 
gugatan antara saksi korban dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri 
Jember; 
Bahwa pada akhirnya dari putusan perdata yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sampai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, saksi korban 
dinyatakan kalah dan Terdakwa dinyatakan sebagai  pemilik  dari  tanah  
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seluas  750  M2, termasuk didalamnya tanah seluas 4,5 M2 milik dari 
saksi korban; 
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat 
yang isinya tidak benar/palsu hingga akhirnya dapat memenangkan 
gugatan di Pengadilan Negeri Jember sampai Mahkamah Agung RI, 
mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan perkiraan 
harga dari tanah seluas meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“dengan sengaja memakai 4,5 M2 milik saksi korban yang telah dikuasai 
oleh Terdakwa, terhitung semenjak tahun 2006 sampai dengan saat ini; 
 
4. Tuntutan : 
 Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember 
tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :  
1. Menyatakan  Terdakwa  ERFAN  FADILLAH  terbukti secara  
sah  dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan 
sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang 
dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian 
surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN FADILLAH 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, 
Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da; Tetap terlampir dalam 
berkas perkara; 
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);   
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5. Putusan Pengadilan Negeri Jember 
 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / 
PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “menggunakan surat palsu”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFAN 
FADILLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
5 (lima) bulan; 
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 
1109, Persil 75 Klas DI Luas 0,075 Da, dengan 
tanda tangan SARDJONO, BA; Tetap terlampir 
dalam berkas perkara; 
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 
6. Putusan Pengadilan Tinggi 
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor  543/PID/2016/PT 
SBY., tanggal 18 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut : 
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut 
Umum tersebut; 
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 
Juni 2016 Nomor 265/Pid.B/2016/PN Jmr., yang 
dimintakan banding tersebut; 
3. Membebankan  biaya   perkara   kepada  Terdakwa  dalam   
kedua   tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding 
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
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7. Pertimbangan Mahkamah Agung 
Adapun Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan Kasasi 
Terdakwa dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 188 
K/Pid/2017 adalah sebagai berikut: 
Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, 
berawal dari saksi Pelapor Herman Raharjo membeli sebidang tanah 
yang semula luasnya 2.100 M2 dari Siti Aminah sebagaimana tercantum 
dalam Petok C Nomor 3881, Persil 68, Klas S II di Kelurahan Jember 
Kidul sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 
Desember 2003. Namun demikian setelah diukur ulang oleh pihak 
Kantor Pertanahan Jember, luas tanahnya yang tercantum dalam  
Sertifikat Hak  Milik  Nomor 4999 berubah menjadi 3.100 M2; 
Bahwa di lain pihak, Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang 
dibeli saksi pelapor tersebut termasuk tanah milik Terdakwa seluas 4,5 
M2. Sehingga saksi pelapor sebagai Penggugat menggugat Terdakwa 
secara perdata di Pengadilan Negeri Jember dengan perkara Nomor 
31/Pdt.G/2006/PN.Jr. Dalam  perkara  perdata  tersebut Terdakwa  
sebagai  Tergugat  diantaranya mengajukan bukti Surat Ketetapan Iuran 
Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da 
tanggal 12 Juni 1980. Namun dalam putusan perkara perdata tersebut 
gugatan saksi pelapor ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember, bahkan 
sampai pada tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali, 
saksi pelapor tetap berada di pihak yang kalah; 
Bahwa selain itu, meskipun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 
Juni 1980 tersebut digunakan Terdakwa sebagai bukti surat di muka 
sidang perkara perdata,  dinyatakan  Non  Identik  atau  merupakan  
produk  yang  berbeda dengan tanda tangan pembanding, sebagaimana 
dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Foensik 
Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB.2573/DTF/2014 tanggal 29 
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April 2014. Namun demikian tidak tepat dan Judex Facti keliru 
menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Ketetapan Iuran 
Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da 
tanggal 12 Juni 1980 adalah palsu, dan dengan serta merta menyatakan  
Terdakwa  telah  sengaja  menggunakan  surat  palsu,  karena belum tentu 
dan tidak dapat dipastikan tanda tangan yang non identik itu adalah 
merupakan tanda tangan palsu; 
Bahwa demikian juga dan meskipun berdasarkan keterangan saksi 
Kusdjono dan saksi Wahyudi yang pernah bekerja di Kantor Inspeksi 
IPEDA Jember, tanda tangan yang tercantum Surat Keterangan IPEDA 
tersebut bukanlah tanda tangan Sardjono, BA dan warna stempel berbeda 
dengan warna yang lazim digunakan. Namun demikian juga tidak tepat 
dan Judex Facti keliru menerapkan hukum dengan serta merta 
menyatakan Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu; 
Bahwa sedangkan sebaliknya, sesuai dengan fakta hukum yang 
terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa sama sekali tidak tahu 
menahu apakah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 
1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut 
palsu atau tidak, Terdakwa juga tidak tahu-menahu bagaimana proses 
terbitnya Surat Ketetapan IPEDA itu pada tahun 1980. Karena pada kala 
itu Terdakwa yang masih duduk di kelas  1  SMP  hanya  menemukan  
Surat  Ketetapan  Ipeda  itu  di  rumah neneknya pada saat ikut bersih-
bersih rumah neneknya; 
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan demikian 
sejatinya tidak  ada  ”mens  rea”,  tidak  ada  niat  jahat  pada  diri  
Terdakwa  sebagai Tergugat dalam mengajukan Surat Ketetapan Iuran 
Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da 
tanggal 12 Juni 1980 tersebut     sebagai     bukti     surat     dalam     
perkara     perdata     Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr., di Pengadilan Negeri 
Jember; 
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Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan 
secara yuridis tersebut di atas, ternyata unsur delik sengaja yang 
merupakan salah satu unsur delik esensiil pada delik Pasal 263 Ayat (2) 
KUHP pada dakwaan tunggal tidak terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa 
harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anggota Majelis, yakni : 
Hakim Agung Maruap  Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum.,   berbeda  
pendapat  (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar 
Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 
Juni 1980 Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I  Luas 0,07 Da  
yang ditangatangani oleh  Sardjono BA, selaku Kepala 
Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi IPEDA Jember 
sebagai bukti dalam perkara Anggota di Pengadilan Negeri 
Jember, dan ternyata bukti surat tersebut adalah tidak 
benar/palsu dimana tanda tangan yang dibuat oleh Sardjono 
BA berdasartkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – 
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 
LAB/2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro Dedy 
Prasetyo, S.Si., M.M dan L.E. Dhyana A, S.Farm., 
M.Farm., Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat 
Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya dengan 
kesimpulan bahwa ”Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran 
Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor 
C.1109 Persil 75 Klas DI Luas 0,075 DA adalah Non 
Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda 
tangan Pembanding; 
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b. Bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merugikan  korban,  
hal  ini  terbukti bahwa pada akhirnya putusan perdata yang 
dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama hingga tingkat 
kasasi korban dinyatakan kalah dengan menyatakan 
Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, 
dan dalam perkara a quo   Terdakwa   tidak   dapat   
membuktikan   ketidaktahuannya   akan ketidakaslian Surat 
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut; 
c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur 
delik Pasal 263 Ayat 2 KUHP; 
d. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa 
tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah 
tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau 
menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, alasan 
tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang 
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan 
semacam itu tidak dapat dipertimbangkan  dalam  
pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi,  karena pemeriksaan 
pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak 
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum 
tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara 
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-
Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  
253  KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana; 
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat 
(Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan 
dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka 
sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP  juncto.  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-
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Undang  Nomor  14  Tahun  1985 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun2004  serta  perubahan 
kedua  dengan  Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2009, Majelis telah 
bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana 
tersebut di bawah ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah 
Agung berpendapat,  bahwa   permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  
/Terdakwa tersebut  dapat  dikabulkan,  dan  putusan  Pengadilan  Tinggi  
Surabaya  Nomor 543/PID/2016/PT  SBY.,  tanggal  18  Oktober  2016  
yang  menguatkan  putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / 
Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016,  tidak  dapat  dipertahankan  
lagi,  oleh  karena  itu  harus  dibatalkan  dan Mahkamah Agung akan 
mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini : 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi / Terdakwa   dikabulkan, dan  Terdakwa dibebaskan dari segala 
dakwaan maka biaya  perkara  pada  seluruh  tingkat  peradilan  dan  
pada  tingkat  kasasi  ini dibebankan kepada Negara; 
Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain 
yang bersangkutan; 
 
8. Putusan Mahkamah Agung 
MENGADILI 
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa : ERFAN FADILLAH tersebut ; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 
543/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2016  yang 
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menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 
/ Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016;  
MENGADILI SENDIRI 
1. Menyatakan Terdakwa ERFAN FADILLAH tidak terbukti
 secara sadan meyakinkan  bersalah melakukan tindak  
pidana  sebagaimana  yang didakwakan dalam semua 
dakwaan Penuntut Umum;    
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;  
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta martabatnya;    
4. Menetapkan barang bukti berupa :    
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Daerah tertanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C 1109, 
Persil 75 Klas DI luas 0,075 Da dengan tanda tangan 
SARDJONO, BA ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada 
Negara;   
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B. PEMBAHASAN 
1. Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam Memeriksa 
Perkara Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 KUHAP 
Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, 
Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki 
kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada 
tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 
pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. 
Sebelum menjatuhkan putusan,  Hakim harus mempertimbangkan 
apa yang menjadi putusannya nanti. Terhadap alasan-alasan permohonan  
kasasi Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/PID/2017 
tanggal 15 Mei 2017, Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa dari 
semua dakwaan yang didasarkan atas pertimbangan -pertimbangan sebagai 
berikut: 
Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, 
berawal dari saksi Pelapor Herman Raharjo membeli sebidang tanah yang 
semula luasnya 2.100 M2 dari Siti Aminah sebagaimana tercantum dalam 
Petok C Nomor 3881, Persil 68, Klas S II di Kelurahan Jember Kidul sesuai 
dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003. Namun 
demikian setelah diukur ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Jember, luas 
tanahnya yang tercantum dalam  Sertifikat Hak  Milik  Nomor 4999 berubah 
menjadi 3.100 M2. 
Di lain pihak, Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang dibeli saksi 
pelapor tersebut termasuk tanah milik Terdakwa seluas 4,5 M2. Sehingga 
saksi pelapor sebagai Penggugat menggugat Terdakwa secara perdata di 
Pengadilan Negeri Jember dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr. 
Dalam  perkara  perdata  tersebut Terdakwa  sebagai  Tergugat diantaranya 
mengajukan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 
1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980. Namun 
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dalam putusan perkara perdata tersebut gugatan saksi pelapor ditolak oleh 
Pengadilan Negeri Jember, bahkan sampai pada tahap pemeriksaan banding, 
kasasi dan peninjauan kembali, saksi pelapor tetap berada di pihak yang 
kalah. 
Meskipun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 
1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut 
digunakan Terdakwa sebagai bukti surat di muka sidang perkara perdata,  
dinyatakan  Non  Identik  atau  merupakan  produk  yang  berbeda dengan 
tanda tangan pembanding, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Laboratorium Foensik Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor 
LAB.2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014. Namun demikian tidak tepat 
dan Judex Facti keliru menerapkan hukum dengan menyatakan Surat 
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, 
Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 adalah palsu, dan dengan serta merta 
menyatakan  Terdakwa  telah  sengaja  menggunakan  surat  palsu,  karena 
belum tentu dan tidak dapat dipastikan tanda tangan yang non identik itu 
adalah merupakan tanda tangan palsu. 
Demikian juga dan meskipun berdasarkan keterangan saksi 
Kusdjono dan saksi Wahyudi yang pernah bekerja di Kantor Inspeksi 
IPEDA Jember, tanda tangan yang tercantum Surat Keterangan IPEDA 
tersebut bukanlah tanda tangan Sardjono, BA dan warna stempel berbeda 
dengan warna yang lazim digunakan. Namun demikian juga tidak tepat dan 
Judex Facti keliru menerapkan hukum dengan serta merta menyatakan 
Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu. 
Sedangkan sebaliknya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap 
di muka sidang, ternyata Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu apakah 
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas 
D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut palsu atau tidak, 
Terdakwa juga tidak tahu-menahu bagaimana proses terbitnya Surat 
Ketetapan IPEDA itu pada tahun 1980. Karena pada kala itu Terdakwa yang 
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masih duduk di kelas  1  SMP  hanya  menemukan  Surat  Ketetapan  Ipeda  
itu  di  rumah neneknya pada saat ikut bersih-bersih rumah neneknya. 
Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan demikian sejatinya 
tidak  ada  ”mens  rea”,  tidak  ada  niat  jahat  pada  diri  Terdakwa  sebagai 
Tergugat dalam mengajukan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 
Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 
tersebut     sebagai     bukti     surat     dalam     perkara     perdata     Nomor 
31/Pdt.G/2006/PN.Jr di Pengadilan Negeri Jember. 
Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara 
yuridis tersebut di atas, ternyata unsur delik sengaja yang merupakan salah 
satu unsur delik esensiil pada delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan 
tunggal tidak terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari 
segala dakwaan tersebut. 
Dalam perkara ini Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Maruap  
Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum.,   berbeda  pendapat  (Dissenting 
Opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Perbuatan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar Surat 
Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 
Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I  Luas 0,07 Da  yang ditangatangani 
oleh  Sardjono BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor 
Inspeksi IPEDA Jember sebagai bukti dalam perkara Anggota di 
Pengadilan Negeri Jember, dan ternyata bukti surat tersebut adalah 
tidak benar/palsu dimana tanda tangan yang dibuat oleh Sardjono 
BA berdasartkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang 
Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – Pemeriksaan 
Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB/2573/DTF/2014 tanggal 
29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik 
Subiyantoro Dedy Prasetyo, S.Si., M.M dan L.E. Dhyana A, 
S.Farm., M.Farm., Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri 
Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya dengan 
kesimpulan bahwa ”Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran 
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Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109 
Persil 75 Klas DI Luas 0,075 DA adalah Non Identik atau 
merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan 
Pembanding; 
b. Perbuatan  Terdakwa  tersebut  merugikan  korban,  hal  ini  
terbukti bahwa pada akhirnya putusan perdata yang dijatuhkan oleh 
Majelis tingkat pertama hingga tingkat kasasi korban dinyatakan 
kalah dengan menyatakan Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah 
obyek sengketa, dan dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat   
membuktikan ketidaktahuannya akan ketidakaslian Surat 
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut; 
c. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 
263 ayat 2 KUHP; 
d. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat 
dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak 
salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah 
sebagaimana mestinya, alasan tersebut merupakan penilaian hasil 
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, 
alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan  dalam  
pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi,  karena pemeriksaan pada 
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu 
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan 
sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah 
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,  sebagaimana  
yang  dimaksud  dalam  Pasal  253  KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana; 
Karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara 
para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi 
tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP  
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juncto.  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004  serta  perubahan kedua  dengan  Undang-Undang Nomor 3  
Tahun  2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan 
amar sebagaimana tersebut di bawah ini ; 
Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat,  
bahwa   permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Terdakwa tersebut  
dapat  dikabulkan,  dan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor 
543/PID/2016/PT  SBY.,  tanggal  18  Oktober  2016  yang  menguatkan  
putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / PN.Jmr., 
tanggal 23 Juni 2016,  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  oleh  karena  itu  
harus  dibatalkan  dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara 
tersebut seperti tertera di bawah ini : 
Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / 
Terdakwa   dikabulkan, dan  Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan 
maka biaya  perkara  pada  seluruh  tingkat  peradilan  dan  pada  tingkat  
kasasi  ini dibebankan kepada Negara; 
Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain 
yang bersangkutan; 
Membaca kembali pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung dalam perkara nomor 188K/PID/2017 ditemukan serangkaian 
perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis 
yakni Hakim Agung Maruap  Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum. Hakim 
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum. beranggapan  bahwa  Terdakwa 
tidak  dapat  membuktikan bahwa Judex  Facti telah salah menerapkan 
hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara hakim majelis yang 
menyebabkan tidak dicapainya mufakat. Maka dari hal tersebut dapat dilihat 
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bahwa  hakim  dalam pertimbangannya  menggunakan  pasal 182 ayat (6) 
KUHAP yaitu apabila tidak dicapai mufakat bulat, maka: Putusan diambil 
dengan suara terbanyak; Jika putusan yang diambil dengan suara terbanyak 
tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat 
hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 
Mencermati ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP apabila hakim 
dalam memutus sebuah perkara terjadi perbedaan pendapat antara majelis 
hakim sehingga tidak dicapai mufakat bulat. Maka  putusan yang 
dikeluarkan haruslah pemufakatan bulat, dalam hal ini dapat dibuktikan 
dengan  Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan suatu putusan 
haruslah bulat : 
1. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis hakim 
merupakan hasil pemufakatan bulat  
2. Jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh – sungguh tidak 
dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak 
3. Jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan 
yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling 
mengguntungkan terdakwa. 
Berdasarkan uraian bukti tersebut, Hakim dalam bermusyawarah 
harus menghasilkan putusan yang tunggal. Dalam mengambil keputusan 
terkait perkara pidana yang diperiksa dan diadili, majelis hakim melakukan 
musyawarah. Menurut Abdul Manan, Musyawarah Majelis hakim 
merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan 
terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam 
persidangan. Selanjutnya Abdul Manan mengungkapkan bahwa tujuan 
diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, 
agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang 
seadil-aadilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Abdul 
Manan, 2000: 161) 
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Merujuk kembali ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hakim 
sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu bermusyawarah untuk 
menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah 
terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim 
sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan 
ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. 
Adanya dissenting opinion dalam sebuah putusan tidak akan menjadikan 
preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman 
dalam hal ini dissenting opinion hanya menjadi sebuah perbedaan pendapat 
dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan 
sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah Undang-Undang 
oleh karena banyaknya perbedaan pendapat (Tata Wijayanta dan Hery 
Firmansyah, 2011: 75) Sehingga perbedaan pendapat ( Dissenting Opinion) 
dalam sebuah putusan tidak berwajah ganda oleh karena ketentuan Pasal 
182 Ayat (6) KUHAP yaitu apabila tidak dicapai mufakat bulat, maka 
putusan diambil dengan suara terbanyak; Jika putusan yang diambil dengan 
suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih 
adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 
Dalam semua sistem peradilan Pidana, penegak hukum mengacu 
pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana ( KUHAP ), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang 
merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan 
mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu 
pada ketentuan KUHAP, hal ini jelas diatur pada Pasal 3 KUHAP yang 
berbunyi , “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang – 
undang ini “. Pasal 3 KUHAP merupakan pagar yang kokoh agar semua 
peradilan pidana dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP, berbicara 
mengenai kasus ini hakim menggunakan suara terbanyak dalam mengambil 
putusan. Keputusan hakim tersebut sudah jelas bahwa hakim menggunakan 
Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam memutus perkara. Meskipun terdapat 
perbedaan pendapat yang dilakukan oleh hakim Maruap  Dohmatiga  
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Pasaribu,  SH.,   M.Hum., yang menyatakan bahwa alasan kasasi tidak 
dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa putusan 
Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum 
sebagaimana mestinya. Namun oleh karena hasil dari keputusan yang telah 
dimusyawarahkan dengan sungguh sungguh tetapi tidak menemukan 
mufakat maka jalan yang diambil adalah sesuai dengan apa yang mejadi 
acuan hukum acara pidana yakni KUHAP.  
Perubahan sistem hukum akibat dari era reformasi cukup berimbas 
kepada dunia hukum di Indonesia, terutama pada ranah pengadilan dan 
kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat dari adanya dibolehkannya Dissenting 
Opinion dalam putusan, yang mana hal ini sebelum reformasi tidak 
diperkenankan dan tidak diberi ruang. Kebolehan pencantuman Dissenting 
Opinion dalam putusan juga terpengaruh oleh suasana sistem hukum yang 
dianut oleh sistem hukum suatu negara. Pada negara yang menganut sistem 
Anglo Saxon, pencantuman Dissenting Opinion diperbolehkan dan diberi 
ruang, karena hakim adalah pembuat Undang-Undang dan bukan sebagai 
corong Undang-Undang, juga pengangkatan hakim bukanlah sebagai karier 
atau pun dari kalangan pegawai negeri. Tetapi keadaan pada negara yang 
menganut sistem Eropa Kontinental, pencantuman Dissenting Opinion tidak 
diperkenankan, karena hakim itu dianggap selayaknya sebagai corong 
Undang-Undang dan perekrutan hakim adalah dari pegawai negeri.  
Perspektif nasional, sebagian besar produk hukum yang ada 
merupakan warisan hukum Belanda dan hingga saat ini masih 
dipergunakan, terutama hukum acara pidananya. Hukum acara pidana di 
Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. 
Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh 
sistem hukum eropa. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga 
dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Walaupun untuk hukum acara pidana 
sudah memakai produk nasional. Tetapi meskipun begitu, Indonesia masih 
dianggap sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental. 
Walaupun kenyataannya Indonesia sebagai penganut Eropa Kontinental dan 
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bukan penganut Anglo Saxon, tetapi hakim Indonesia menganggapnya 
bukan sebagai corong undang-undang, tetapi juga bukan pula penganut asas 
precedent, yakni menganggap hakim terikat kepada putusan yurisprudensi 
sebagaimana pada negara Anglo Saxon (Sajipto Raharjo, 1996: 113) 
Hakim dalam sistem hukum nasional dianggap dirinya bukan 
sebagai corong Undang-Undang karena bisa membentuk putusan yang 
membentuk hukum, tetapi putusan hakim terdahulu pun tidak mengikat 
hakim sesudahnya. Hal inilah sebagai keunikan hukum di Indonesia. Hakim 
di Indonesia dapat membentuk hukum, tidak terikat kepada Undang-Undang 
jika hal tersebut menciderai rasa keadilan di masyarakat, dan hakim juga 
tidak terikat kepada putusan hakim sebelumnya (Sudikno Mertokusumo, 
2005: 162). 
Sehingga dari uraian di atas, penulis bermaksud untuk 
memperlihatkan bahwa hakim di Indonesia berdiri di persimpangan jalan, 
antara sistem hukum Eropa Kontinental  dan Anglo Saxon. Semakin 
majunya suatu peradaban manusia di era global ini mengakibatkan batas-
batas antara sistem hukum tersebut menjadi tidak jelas, manakala terjadi 
persinggunggan kepentingan. Hal ini mungkin dapat berakibat lunturnya 
kedua sistem hukum tersebut menjadi satu sistem hukum yang 
berkepentingan global. 
Eksistensi Dissenting Opinion dalam penerapannya pada perkara 
nomor  188K/Pid/2017 dapat ditelaah dengan melihat dari pengaruh sistem 
hukum yang dianut oleh suatu negara. KUHAP yang tidak mengenal 
Dissenting Opinion karena berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas. 
Namun  sebagai penganut sistem Eropa Kontinental menganggap hakim 
Indonesia bukan sebagai corong Undang-Undang, oleh karena itu suatu 
putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dapat dijadikan sebagai suatu hukum 
(rechtsvinding) sebagaimana yang dianut dalam sistem Anglo Saxon. Hal 
inilah yang menyebabkan Dissenting Opinion ada dalam sebuah putusan 
karena pengaruh sistem  Anglo Saxon yang memberikan kesempatan kepada 
hakim untuk berpendapat dan diketahui secara publik. 
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2. Argumentasi Dissenting Opinion Hakim dalam Memeriksa 
Permohonan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Nomor : 188K/Pid/2017 
sesuai Pasal 253 KUHAP. 
Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya 
hukum, yaitu upaya hukum biasa (gewone rechtsmiddelen) dan upaya 
hukum luar biasa (buiten gewone rechtsmiddelen). Upaya hukum biasa 
terdiri dari perlawanan (verzet), banding (revisi/hoger beroep), kasasi 
(cassatie). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII 
Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya hukum luar biasa 
(buiten gewone rechtsmiddelen) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi 
demi kepentingan hukum (cassatie in het belang van hetrecht) serta 
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (herziening) (Janpatar Simamora, 2014: 7). 
Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII. Kasasi adalah 
merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum 
biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban 
bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh 
pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah 
nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya 
merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. 
Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam menilai alasan kasasi 
Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang No. 14 Tahun 1985, 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 5 
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 
2009, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Senin, tanggal 
15 Mei 2017 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari 
Anggota Majelis Kasasi yaitu : Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., 
Hakim Agung yang berpendapat : 
1. Perbuatan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran 
Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I  
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Luas 0,07 Da  yang ditangatangani oleh  Sardjono BA, selaku Kepala 
Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi IPEDA Jember sebagai bukti 
dalam perkara Anggota di Pengadilan Negeri Jember, dan ternyata bukti 
surat tersebut adalah tidak benar/palsu dimana tanda tangan yang dibuat 
oleh Sardjono BA berdasartkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – Pemeriksaan 
Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB/2573/DTF/2014 tanggal 29 April 
2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro Dedy 
Prasetyo, S.Si., M.M dan L.E. Dhyana A, S.Farm., M.Farm., Apt, selaku 
Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor 
Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa ”Dokumen Bukti Surat 
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor 
C.1109 Persil 75 Klas DI Luas 0,075 DA adalah Non Identik atau 
merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding; 
2. Perbuatan  Terdakwa  tersebut  merugikan  korban,  hal  ini  terbukti bahwa 
pada akhirnya putusan perdata yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama 
hingga tingkat kasasi korban dinyatakan kalah dengan menyatakan 
Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dan dalam perkara 
a quo Terdakwa tidak dapat   membuktikan ketidaktahuannya akan 
ketidakaslian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut; 
3. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat 2 
KUHP; 
4. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat 
dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah 
menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, 
alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat 
dipertimbangkan  dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi,  karena 
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan 
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
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Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  253  KUHAP 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) 
diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh- 
sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) 
KUHAP  juncto.  Pasal  30  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  
1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004  serta  perubahan kedua  dengan  Undang-Undang 
Nomor 3  Tahun  2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil 
keputusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 
Terdakwa 
Berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan 
pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis yakni Hakim 
Agung Maruap  Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum..   Menurut Hakim 
Maruap  Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum. yang pada intinya alasan 
kasasi tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan 
bahwa putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan 
hukum sebagai mestinya yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. 
Terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 ( satu ) 
lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 
Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I Luas 0,07 Da yang ditandatangani oleh 
SARDJONO BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada kantor Inspeksi 
IPEDA Jember sebagai bukti dalam perkara Anggota di Pengadilan Negeri 
Jember , dan ternyata bukti surat tersebut adalah tidak benar / palsu dimana 
tanda tangan yang dibuat oleh Sardjono BA adalah Non Identik atau 
merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding.  
Dalam hal perkara a quo Terdakwa juga tidak dapat membuktikan 
ketidaktahuannya akan ketidakaslian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan 
Dareah tersebut. Jadi Terdakwa dianggap bersalah atau Hakim Maruap  
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Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum. berpendapat bahwa Hakim 
Pengadilan Negeri Jember telah benar dalam mengambil keputusan karena 
perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat 2 KUHP. 
Terkait dengan syarat materiil upaya hukum Kasasi telah ditentukan 
secaara limitatif, sehingga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) 
huruf a,b,c KUHAP yang berbunyi: 
(1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 
Pasal 249 guna menentukan: 
1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya; 
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang; 
3. .apakah benar  pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
Alasan - alasan Kasasi Terdakwa dinyatakan tidak sesuai ketentuan 
Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP yang telah menyebutkan alasan - 
alasan yang ditentukan secara limitatif dan dapat dibenarkan menurut 
Undang-Undang yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung 
untuk memeriksa dan memutus permohonan Kasasi berkaitan dengan 
penerapan hukumnya. Menurut pertimbangan hakim atas alasan-alasan 
Kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung yang berpendapat ”bahwa alasan-
alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah 
menerapkan hukum”. Alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat 
dibenarkan karena mengemukakan mengenai alasan-alasan yang merupakan 
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu 
kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam 
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi 
hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau 
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimestinya, atau apakah cara 
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan 
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apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 
1. Eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam Memeriksa Perkara 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP tidak mengenal adanya 
perbedaan pendapat (Dissenting Opinion). Putusan yang dikeluarkan 
haruslah pemufakatan bulat namun dalam Perkara Nomor 188 K/Pid/2017 
ditemukan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara 
Majelis Hakim. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex 
Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan 
hal – hal yang relevan secara yuridis, yang ternyata unsur delik Pasal 263 
ayat (2) KUHP pada dakwaan tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa 
harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dan majelis hakim Maruap  
Dohmatiga  Pasaribu,  SH.,   M.Hum  yang beranggapan bahwa Terdakwa 
tidak dapat membuktikan Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau 
tidak menerapkan  hukum  sebagai mestinya yang kemudian menyebabkan 
tidak dicapainya mufakat, dari hal itu Hakim menggunakan Pasal 182 ayat 
6 KUHAP dalam mengambil keputusan dengan menggunakan suara 
terbanyak agar diperoleh Putusan Hakim yang tunggal. KUHAP yang 
tidak mengenal dissenting opinion karena berdasarkan suara bulat atau 
suara mayoritas. Namun Indonesia sebagai penganut sistem Eropa 
Kontinental menganggap hakim Indonesia bukan sebagai corong Undang-
Undang, karena bisa membentuk putusan yang membentuk hukum 
sebagaimana yang dianut sistem Anglo Saxon. Hal inilah yang 
menyebabkan dissenting opinion ada dalam sebuah putusan karena 
pengaruh sistem Anglo Saxon yang memberikan kesempatan kepada 
hakim untuk berpendapat dan diketahui secara publik. 
2. Berdasarkan Pertimbangan Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung 
Nomor 188 K/Pid/2017. Permohonan Kasasi Terdakwa tidak dapat 
dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa putusan 
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Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum 
sebagai mestinya yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Menurut 
pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu anggota majelis yakni 
Hakim Agung Maruap  Dohmatiga  Pasaribu, SH.,M.Hum alasan - alasan 
Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengemukakan mengenai 
alasan- alasan yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan 
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan 
sebagaimestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang -Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. 
B. Saran 
1. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara anggota Majelis Hakim, 
sebaiknya penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat lebih 
diutamakan demi terciptanya keadilan. 
2. Dissenting Opinion membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh 
(dengan) suara terbanyak sehingga hakim dengan suara terbanyak harus 
memutuskan dengan benar dan adil. 
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